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berjudul Relasi Islam dan Negara menurut Muhammad Sa’id al-’ Asymaw1 ini bisa
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kesempurnaan hanya milikNya. Penulis menyadari bahwa hidup di dunia
membutuhkan sokongan dan motivasi untuk mejalankan proyeksi. Hal inilah yang
penulis alami dalam penyusunan skripsi ini.

Hanya kata terima kasih yang sedalam-dalamnya yang bisa penulis
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hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada Ibu Dr. Fatimah MA. Ph. D selaku

Penasehat Akademik, tulus terima kasih penulis sampaikan atas semua
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Billaahi fi sabiilil hag, Fastabiqul khairaat.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
T ' | ANl | Tidak dilambangkan |  Tidak dilambangkan |

<@ ba’ b be

< ta’ t te

& sa’ S es (dengan titik di atas)
d jim ] je

d ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha kh ka dan ha

2 dal d de

3 zal % zet (dengan titik di atas)
J ra’ r er

J zai z zet

o sin ] es

o syin sy es dan ye
ol sad s es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
] ta t te (dengan titik di bawah)
5 za z zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain ‘ koma terbalik
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' gain
o fa
A qaf
d kaf
J lam
a mim
o nun
3 waw
® ha’
s hamzah
¢ ya

~ Qa - 0

2

ge
ef
qi
ka
‘el
‘em
‘en
w

ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

ddaxdia ditulis Muta’addidah
3 ditulis ‘iddah
C. Ta marbutah di Akhir Kata ditulis h
daga ditulis Hikmah
il ditulis illah
5L 91 da) S ditulis Karamah al-auliya’
kil 318 ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal Pendek
- fathah ditulis a
Jad ditulis fa’ala
kasrah ditulis i
X1
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A ditulis zukira
dammah ditulis u

@Yy ditulis vazhabu

E. Vokal Panjang

1 Fathah + alif ditulis a
Alala ditulis Jjahiliyyah

2 Fathah + ya’ mati ditulis a
(s ditulis tansa

3 | Kasrah + ya’ mati ditulis i
m S ditulis karim

4 Dammah + wawu mati ditulis i
U8 ditulis Sfurad

F. Vokal Rangkap

1 | Fathah + ya’ mati ditulis ai
ASin ditulis bainakum

2 | Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof
] ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
s 4l ditulis la’in syakartum

xii
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H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan

huruf "al".
A ditulis al-Qur’an
o) ditulis al-Qiyas
& Lamall ditulis al-Sama’
) ditulis al-Syam

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

a9 Al (s 83 ditulis zawi al-furiid
s Ja) ditulis ahl al-sunnah
xiii
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ABSTRAKS

Lahirnya penafsiran dan pemahaman yang beraneka ragam terhadap
agama tidak bisa lepas dari tarik-menarik pendapat tentang posisi transedental
wahyu al-Qur'an yang bersifat abadi, kekal dan salih li kulli zaman wa makan.
Namun bagi umat Islam, agama secara tradisional telah menjadi landasan serta
pusat identitas, kesetiaan dan pengabdian terdalam. Karena itu, tidak
mengherankan jika gerakan-gerakan sosial dan politik yang paling signifikan
dalam sejarah Islam kontemporer selalu menempatkan Islam sebagai kekuatan
pendorong dan basis kohesi internal.

Pada level cita-cita kolektif, kuat tertancap keyakinan kalangan umat Islam
tentang kesatuan agama dan negara. Pesona untuk Islamisasi Pemerintahan telah
menjadi pesona yang menyala-nyala, karena Islam diyakini sebagai agama yang
integral dan konprehensif mengatur baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
Tidak ada aspek dari keseharian umat Islam yang bisa lolos dari jangkauan agama.
Obsesi demikian agaknya sulit untuk ditekan-tekan, mengingat Islam masih tetap
merupakan kriteria paling tinggi untuk identitas dan loyalitas kelompok. Islam-lah
yang membedakan antara diri sendiri dengan orang lain, antara saudara dengan
orang asing, antara hitam dan putihnya suatu masalah.

Dalam pendekatannya mengenai konsep pemerintahan dan negara,
Muhammad Sa’id al-’Asymawi salah seorang intelektual garda depan dari mesir
menarik batas yang tegas antara yang °‘Ilahiah’ dan yang ‘Manusiawi’. Dia
memakai istilah “Pemerintahan Allah™ (hukiimah Allah) untuk pemerintahan oleh
seseorang yang memperoleh bimbingan langsung dari Allah SWT melalui
pewahyuan. Sedangkan pemerintahan selain pemerintahan ini adalah
“Pemerintahan Manusia” (hukumah an-nds).

’Asymawl menyebutkan empat syarat bagi sebuah negara untuk bisa
disebut sebagai pemerintahan Allah. Pertama, pemerintahan dipimpin oleh
seorang Nabi yang dipilih Allah dan memiliki hubungan dengan Allah melalui
wahyu. Kedua, pemerintahan arbitrase (hukumah tahkim). Ketiga, meskipun Nabi
dianjurkan untuk bermusyawarah (syura) dalam pengelolaan pemerintahan atau
negara, namun beliau tidak diwajibkan untuk mentaati hasil musyawarah.
Keempat, hak-hak yang dimiliki oleh nabi dalam pemerintahan ini tak bisa
berpindah atau diwarisi oleh siapapun.

’Asymawl mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam yang benar
adalah sistem yang bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak generasinya,
sistem yang memungkinkan partisipasi setiap individu dalam setiap tanggung
jawab pemerintahan, legislasi dan pengawasan, sistem yang menghormati
manusia dan tidak berkutat pada teks. Ia sangat peduli kepada urusan
kemanusiaan dan tidak terjebak pada pendapat-pendapat serta asumsi-asumsi. la
berjalan sesuai dengan kemuliaan di atas jalan kebenaran.

Pemikiran ’Asymawi yang demikian tentu sangatlah berguna untuk
memecahkan kebekuan yang bersemayam dalam pemikiran politik Islam selama
ini dan dengan cara seperti ini, akan menghasilkan pemikiran baru yang kreatif,
substansial, up fo date, humanis dan kompatibel dengan nilai demokrasi dan
pranata politik modern.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama merupakan satu mata rantai ajaran Tuhan (wahyu
Allah) yang menyatu dan kehadirannya dimuka bumi telah dinyatakan final
serta sempurna hingga akhir zaman'. Ajaran Islam merupakan satu kesatuan
yang terdiri atas keimanan dan amal yang dibangun di atas prinsip ibadah
hanya kepada Allah SWT, bahkan ajaran tentang Tauhid (prinsip ke-Esaan
Tuhan) merupakan jalan kehidupan (manhdj al-hayat) bagi setiap Muslim
kapan dan dimana pun mereka berada. Pendek kata, Islam itu satu kesatuan
yang menyeluruh dan tidak dapat dipecahkan, al-Islam kullu la yatajaza.’

Dalam kenyataannya pemeluk Islam di satu sisi, menunjukan ekspresi dan
aktualisasi yang berbeda dan beragam, sehingga muncul fenomena “Islam”
(nakirah) versus “al-Islam” (ma’rifat), yang menggambarkan realitas
kemajemukan Islam. Bagi kaum Muslim memang hanya ada satu Islam yang
diwahyukan dan dimandatkan Tuhan, tetapi terdapat banyak penafsiran
tentang Islam.” Karena itu tidak mengherankan jika dalam kenyataan tumbuh

beragam kepercayaan, praktik-praktik, masalah-masalah, perkembangan-

' Al-Qu’ran, Surat Al-Maidah (5): 3, Allah berfirman: ...alyauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu ‘alaikum mi’'matiy wa radlitu lakum Islama dina. (“Pada hari ini telah Ku-
sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-
redlai Islam itu jadi agama bagimu”).

> Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum,
Politik dan Ekonomi (Bandung, Mizan, 1993), hal. 276.

3 John L. Esposito, Islam Warna Warni: Ragam Ekspresi Menuju “Jalan Lurus” (Al-
Shirat al-Mustaqim), terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. xv-xvi.
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perkembangan dan gerakan-gerakan yang menyediakan sejumlah penilaian
tentang agama yang mengilhami dan mencerahi kehidupan sebagian besar
komunitas di dunia ini.

Lahirnya penafsiran dan pemahaman yang beraneka ragam ini tidak bisa
lepas dari tarik-menarik pendapat tentang posisi transedental wahyu al-Qur'an
yang bersifat abadi, kekal dan salih [i kulli zaman wa makan di satu sisi,
dengan sisi historisitas wahyu al-Qur'an yang menyentuh budaya lokalitas
tertentu. Sehingga tidak heran hubungan antara wahyu yang bersifat normatif
dengan sisi historisitasnya melahirkan penafsiran yang berkesinambungan
dalam pentas sejarah Islam.*

Namun demikian bagi umat Islam, agama secara tradisional telah menjadi
landasan serta pusat identitas, kesetiaan dan pengabdian terdalam. Karena itu,
tidak mengherankan jika gerakan-gerakan sosial dan politik yang paling
signifikan dalam sejarah Islam kontemporer selalu menempatkan Islam
sebagai kekuatan pendorong dan basis kohesi internal.” Ia pun tak jarang
kemudian mengembang menjadi medium kebahasaan masyarakat yang paling
lantang dan menantang.

Melonjaknya tuntutan terhadap partisipasi dan pemberdayaan rakyat
hampir selalu diikuti dengan meningkatnya tuntutan lain, yaitu tuntutan

pengakuan terhadap identitas khusus atau komunitas asli. Penegasan akan

* M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historisitas, cet. ke-1 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar 1996), hlm. viii.

> Untuk survei yang lebih luas tentang Gerakan-gerakan ini, lihat John Obert Voll, Politik

Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern, terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian
Illahi Press, 1997), him. 59-120.
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keaslian dan keabsahan identitas komunitas itu mengambil bentuk dan strategi
yang berbeda-beda. Di beberapa wilayah, ia berbentuk penegasan akan
warisan budaya, bahasa atau etnik khusus. Dalam kasus lain, ia merupakan
penegasan akan keabsahan suatu pesan keagamaan atau tradisi dan muncul
sebagai bagian dari kebangkitan agama-agama secara global yang terjadi
belakangan ini.

Paling tidak pada level cita-cita kolektifnya, kuat tertancap keyakinan
kalangan umat Islam tentang kesatuan agama dan negara. Pesona untuk
melakukan Islamisasi Pemerintahan telah menjadi pesona yang menyala-
nyala, karena Islam diyakini sebagai agama yang integral dan konprehensif
mengatur baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Tidak ada
aspek dari keseharian umat Islam, termasuk pengelolaan pemerintahan, yang
bisa lolos dari jangkauan agama. Karena itu konstitusi negara harus pula
secara resmi berdasarkan syariat Islam.®

Obsesi demikian agaknya sulit untuk ditekan-tekan mengingat di sebagian
besar negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Islam masih tetap
merupakan kriteria paling tinggi untuk identitas dan loyalitas kelompok.
Islam-lah yang membedakan antara diri sendiri dengan orang lain, antara
orang dalam dan orang luar, antara saudara dengan orang asing, antara hitam
dan putihnya suatu masalah. Apalagi, sebagaimana yang berlangsung
belakangan ini, Islam menyediakan sistem simbol (sign) untuk memobilisasi

rakyat, dan ini merupakan politik paling efektif, entah itu untuk membakar

% Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Ul
Press, 1993), him. 111-197.
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rakyat dalam mempertahankan rezim yang dipandang mempunyai legitimasi,
maupun untuk menjungkalkan sebuah rezim yang dirasa tidak memiliki
legitimasi dari rakyat.

Masalahnya, untuk sampai pada pembentukan sebuah pemerintahan yang
sesuai dengan syariat Islam, tidaklah segampang membikin pernyataan umum
seperti di atas. Pertama-tama, harus dijernihkan dulu apa itu syariat Islam, dan
selanjutnya bagaimana pula pandangan Islam tentang Negara. Nantinya pasti
akan muncul berbagai macam jawaban, karena Islam bukanlah realitas yang
homogen. Islam mempunyai beragam latar belakang sosial budaya dan sosial
politiknya. Belum lagi dengan adanya realitas di negara-negara modern. Umat
Islam sekarang telah terorganisir dalam negara-bangsa dan sangat mungkin
akan tetap seperti itu di masa yang akan datang. Sistem negara-negara modern
yang lebih menekankan kesetiaan kebangsaan ketimbang persaudaraan Islam,
kedaulatan rakyat ketimbang kedaulatan Tuhan, menjunjung tinggi
egalitarianisme, hak-hak perempuan dan representasi politik.

Dalam gambaran seperti ini, doktrin ajaran Islam berikut para penjaganya
harus rela menjadi salah satu konstestan dari festival ‘kegaduhan’ antara
berbagai pandangan dunia masing-masing kolektifitas. Dan bila, tuntutan
pembentukan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam (sebagaimana
yang dipahami oleh kalangan Islam politik dan juga mayoritas umat sendiri)
terus terdesak oleh para pengusungnya, tentu akan menimbulkan persoalan-
persoalan lanjutan yang pelik untuk dipecahkan, seperti bagaimana ciri Negara

Islam dan pranata kenegaraannya, bagaimana hubungan syariat dengan
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demokrasi, politik multipartai, undang-undang dan hak-hak kaum minoritas.
Dan last but not the least, bagaimana hubungan antara kedaulatan Tuhan
dengan kedaulatan rakyat.

Ditengah kerumitan konseptual dan keruwetan operasional itu, maka
gerakan politik penerapan Negara Islam, tak pelak akan memperpanjang daftar
kekalutan politik kenegaraan dan bisa membahayakan kehidupan bersama
dalam payung sebuah negara bangsa yang plural.

Di sinilah letak signifikansi penulis mengajukan pandangan-pandangan
Muhammad Sa’id al-’Asymaw1 tentang keterkaitan Islam dengan Negara.
Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Kairo yang pensiun pada Juli 1993 ini, aktif
menulis masalah-masalah hukum, sosial, politik, dan teologi ketika kaum
Islam militan di Mesir tengah memulai aktivitas untuk menyukseskan agenda-
agenda mereka, terutama sepeninggal Presiden Anwar Sadat’ yang tewas
dibunuh oleh salah satu dari kelompok-kelompok Islam militan pada awal
1980-an®. Gerakan-gerakan militan itu antara lain adalah Syabab Muhammad
(Pemuda Muhammad), Jama’ah al-Muslimin atau yang lebih dikenal dengan
nama Takfir wal Hijrah, dan Jama’ah Jihad. Agenda pokok mereka adalah
“penerapan syariat” atau “pelembagaan syariat” berikut turunan-turunannya,

seperti pemerintahan Islam, konstitusi Islam, perekonomian Islam, dan

7 Sebagai pengganti Nasser, Anwar Saddat dijuluki ‘Presiden yang Beriman’ karena
Saddat kelihatan lebih religius. Namun, keputusannya untuk bersekutu dengan Amerika yang
mengizinkan komersialisasi Kairo untuk mengundang investasi Amerika dan sikap saddat yang
mau menandatangani perjanjian damai dengan Israel tahun 1979 membuat kaum fundamentalis
sangat gusar. Lih. lan Adams, Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa
depannya, terj. Ali Noerzaman (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2004), him. 433-436.

¥ Carolyn Fluehr Lobban, “Melawan Ekstremisme Islam: Kasus Muhammad Sa’id al-

’Asymaw1”, dalam Muhammad Sa’id al-’Asymawi, Jihad Melawan Islam Ekstrem, terj. Hery
Haryanto Azumi (Jakarta: Desantara Pustaka Utama, 2002), him. 24.
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sebagainya.” 'Asymawi dengan berani menjadi salah satu suara paling
dominan melawan kaum militan tersebut. Kritikan terhadap ortodoksi Islam
yang sering dilakukannya adalah mengenai pelembagaan syariat Islam dalam
suatu negara. Dengan pola pikir yang begitu liberal dalam menjawab
persoalan umat, maka tak jarang ia mendapat ancaman dan serangan dari
ulama-ulama yang berseberangan dengannya, sehingga pernah ia diancam
dibunuh karena ia dianggap telah kafir.

Nilai penting lain karya ’Asymawi adalah kenyataan bahwa dalam
membangun asumsi-asumsinya dia merujuk pada sumber-sumber Islam (al-
Qur’an, Hadits dan sejarah Islam), dan bukan semata pada khazanah Barat.
Inilah yang membuat gagasan-gagasannya sulit untuk disepelekan begitu saja
oleh kaum Muslim di Mesir dan di luar Mesir.

Dalam pendekatannya mengenai konsep pemerintahan dan negara,
’Asymawl menarik batas yang tegas antara yang ‘Ilahiah’ dan yang
‘Manusiawi’. Dia memakai istilah “Pemerintahan Allah” untuk pemerintahan
oleh seseorang yang memperoleh bimbingan langsung dari Allah SWT
melalui pewahyuan. Sedangkan pemerintahan selain pemerintahan ini adalah
“Pemerintahan Manusia” (hukumah an-nas). Maka, pemerintahan Nabi
Muhammad SAW di Madinah al-Munawwarah adalah pemerintahan Allah

(hukumah Allah), dan sepeninggal beliau, maka semua bentuk pemerintahan

? Mengenai kelompok-kelompok ini dan sepak terjang mereka di Mesir lihat John L.
Esposito dan John O. Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek, terj.
Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1996), hIm. 235-260.
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yang ada pada umat Islam dan pada umat yang lain, adalah pemerintahan
manusia. "’

’Asymawi menyebutkan empat syarat bagi sebuah pemerintahan atau
negara untuk bisa disebut sebagai pemerintahan Allah.'" Pertama, ia adalah
pemerintahan oleh seorang Nabi yang dipilih Allah dan memiliki hubungan
yang terus menerus dengan Allah melalui wahyu. Kedua, ia adalah
pemerintahan arbitrase (hukumah tahkim) yang diterima secara sukarela oleh
semua pihak dan bukan pemerintahan yang dipaksakan oleh otoritas kuat
tertentu. Ketiga, meskipun Nabi dianjurkan untuk bermusyawarah (syura)
dalam pengelolaan pemerintahan atau negara, namun beliau tidak diwajibkan
untuk mentaati hasil musyawarah. Keempat, hak-hak yang dimiliki oleh nabi
dalam pemerintahan ini tak bisa berpindah atau diwarisi oleh siapapun. Dan
memang sepeninggal Nabi tidak ada pemerintahan yang bisa memenuhi
keempat syarat tersebut. Syariat Islam tidak pernah menyebut dengan jelas
sistem pemerintahan yang terbatas dan tidak berubah. Sistem pemerintahan
yang dikehendaki oleh syariat Islam adalah sistem yang berjalan seiring
dengan setiap kemajuan dan perkembangan. Sistem pemerintahan Islam yang
benar adalah sistem yang bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak
generasinya, sistem yang memungkinkan partisipasi setiap individu dalam
setiap tanggung jawab pemerintahan, legislasi dan pengawasan. Sistem

pemerintahan Islam adalah sistem yang menghormati manusia dan tidak

' Muhammad Sa’id al-’ Asymawi, Usiil asy-Syari'ah (Beirut: al-Maktabah al-Saqofiyah,
1992). hlm. 126.

" 1bid., him. 120.
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berkutat pada teks. Ia sangat peduli kepada urusan kemanusiaan dan tidak
terjebak pada pendapat-pendapat serta asumsi-asumsi. la berjalan sesuai
dengan kemuliaan di atas jalan kebenaran.

Pemikiran ’Asymawi yang demikian tentu sangatlah berguna untuk
memecahkan kebekuan yang bersemayam dalam pemikiran politik Islam
selama ini dan dengan cara seperti ini, besar kemungkinan nantinya akan
menghasilkan pemikiran baru yang kreatif, substansial, up to date, humanis
dan kompatibel dengan nilai demokrasi dan pranata politik modern. Pemikiran
politik Islam yang selama ini bulet tak jelas ujung pangkalnya mengesankan
artikulasi baru, namun jika ditilik lebih jauh artikulasi itu secara kualitatif
maupun substantif tidak menunjukan perubahan yang berarti, dan hanya
mempertinggi kadar kerumitan kearah kekalutan, yang sudah saatnya untuk

segera dihentikan.

B. Rumusan Masalah
Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas dan agar
pembahasan lebih terarah dengan baik penyusun perlu mengidentifikasi pokok
masalah yang akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalah
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep Pemerintahan dan Negara dalam pandangan

Muhammad Sa’id al-’ AsymawT ?.

12 Ibid., him. 129-130.
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2. Apa kritik yang dilontarkan Muhammad Sa’id al-’Asymawi terhadap

konsep Negara Islam?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana konsep Pemerintahan
dan Negara menurut Muhammad Sa’id al-’ Asymawi.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kritik yang dilontarkan

Muhammad Sa’id al-’Asymaw1 terhadap konsep Negara Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengembangkan cakrawala pengetahuan yang berwawasan kedepan
dan menambah khazanah pengetahuan bagi penulis sendiri serta bagi siapa
saja yang nantinya membaca skripsi ini.

2.Juga diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sebagai
kontribusi pemikiran dalam wacana Negara Islam dan mempermudah bagi
siapa saja yang ingin mengkaji atau meneliti tentang pemikiran Muhammad

Sa’id al-’ AsymawT .

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka adalah ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan

terhadap topik yang akan dibahas, hal ini diperuntukkan sebagai bahan
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rujukan pertama dalam melakukan penelitian dan juga sebagai bukti bahwa
permasalahan yang akan dibahas belum pernah dibahas secara komprehensif.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum banyak ditemukan
karya yang membahas pemikiran Muhammad Sa’id al-’Asymaw1 , terutama
tentang studi Relasi Islam dan Negara. Hal ini mungkin karena ia adalah sosok
yang masih baru dalam studi pemikiran Islam.

Muhammad Sa’id al-’Asymawi adalah pemikir Islam mutakhir yang
menghasilkan banyak karya dan selalu memikat dengan ‘orisinalitasnya’ dan
signifikansinya dengan kebutuhan umat. Namun, seperti kebanyakan terjadi
ada juga pihak atau ulama lain yang tidak sependapat dengan pemikirannya.
Ulama al-Azhar pernah melarang karya-karyanya, termasuk kitab al-Islam
asy-syivasah” dan Usil asy-Syari’ah, untuk masuk dalam Cairo Book Fair
pada tahun 1992. Namun karena kedekatannya dengan presiden Husni
Mubarok, akhirnya karya-karyanya bisa masuk dalam pesta buku paling
bergengsi (prestisius) di Mesir itu atas intervensi presiden Husni Mubarok
tersebut. Anggapan positif berdatangan dari sarjana-sarjana lain dan terwujud
kedalam beberapa telaah tentang sosok ’Asymawi dan pemikiran-
pemikirannya.

Bassam Tibi, guru besar hubungan internasional Universitas Gottingen

Jerman, dalam bukunya The Challenge of Fundamentalism: Political Islam

" Buku ini semula diterbitkan dalam bahasa Arab dengan judul al-Islam as-Siyast (Kairo:
Dar Sina, 1987). Dari bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis oleh Tichard
Jacquemond dan diterbitkan dengan judul L islamisme contre I’islam (Islamisme melawan Islam)
(Textes a I’appui, histoire contemporaine; Paris: Edition le decouverte/Kairo: Editions Al-Fikr,
1989). Terjemahan Inggrisnya dilakukan dari edisi Prancisnya dan dibaca kembali secara cermat
oleh pengarangnya. Beberapa bab dalam edisi aslinya sengaja tidak dimasukan untuk menghindari
pengulangan.
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and The New World Disorder'* mengutip pandangan ’Asymawi tentang
khilafah dalam bukunya al/-Khilafah al-Islamiyah, dan menyebut ’Asymawi
sebagai reformis muslim dan kritikus utama terhadap fundamentalis Islam di
Mesir.

Nazib Ayubi dalam bukunya Political Islam: Religion and Political in the
Arab World,” secara sekilas memaparkan pandangan Muhammad Sa’id al-
’Asymawi terhadap konsep syariah dan terhadap Islam Politik. Doktrin
Hakimiyah atau "tiada kekuatan selain kedaulatan Tuhan", menurut *Asymaw1
adalah salah satu doktrin Islam politik yang dipengaruhi oleh siasat politik
Khawarij.'® Islam bukanlah agama legislasi yang mempunyai aturan baku
tentang konsep pemerintahan dan negara namun lebih merupakan agama kasih
sayang (compassion) dan moral. Bahwa term hukum dalam al-Qur’an
bukanlah bermakna pemerintahan sebagaimana dalam istilah kontemporer,
namun lebih bermakna sebagai pemutusan perkara secara adil dan
bertanggung jawab. Di buku itu juga diuraikan pendapat ’Asymaw1 tentang
penyebab muncul dan bangkitnya Islam politik di banyak dunia muslim pasca

runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani dan pengalaman pahit kolonialisme

' Bassan Tibi, The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and The New World
Disorder (London: Routledge, 1991), him. 156-157, 170-172.

"> Nazib Ayubi, Political Islam: Religion and Political in the Arab World (London:
Routledge, 1991), him. 203-206.

' Kaum Khawarij adalah kelompok pertama yang mencoba mengkaitkan masalah-
masalah politik dengan prinsip-prinsip al-Qur’an, sewaktu mereka memandang bahwa peristiwa
Tahkim sebagai bentuk pelanggaran atas kehendak Tuhan. Dalam paradigma kelompok ini,
pemilihan Khalifah harus dilakukan oleh umat Islam secara luas. Sebab bagi kelompok Khawarij,
setiap Muslim, lepas dari ras, kelas sosial dan latar belakang keluarga, punya hak untuk dipilih dan
memilih menjadi pemimpin.
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Eropa.'” ’Asymawi cenderung menyebut gerakan fundamentalisme Islam
sebagai gerakan yang bertentangan dengan Islam yang °‘sejati’ dan
‘berperadaban’ (Islam al-Hadarah).

Bisa jadi buku Fundamentalisme and Intelectual in Egypt 1973-1993
karya David Sagiv adalah satu-satunya karya yang agak panjang lebar
memaparkan otobiografi dan pikiran-pikiran ’Asymawi bersama puluhan
intelektual Mesir lain seperti Nabil Abu Fatah, Faraj Fuda, Fathi Ghanim,
Taufiq al-Hakim, Zaki Najib Mahmud dan Khalid Muhammad Khalid. Di
sana dipaparkan perspektif *Asymaw1 tentang penerapan syariat, pemerintahan
Allah dan negara Islam, khilafah dan imamah, dan tentang eksistensi Yahudi-
Kristen, dan Barat beserta segenap ilmu pengetahuan yang dihasilkannya.

Sejauh penelusuran penyusun, karya-karya di ataslah yang telah berupaya
memperkenalkan dan menganalisis beberapa aspek pemikiran ’Asymawi
terutama tentang fenomena politik Islam. Di tanah air bisa dikatakan belum
ada karya ilmiah yang secara khusus mengkaji pemikiran *Asymaw1 terutama
mengenai dasar-dasar negara Islam. Usaha penulis untuk menyusun skripsi ini
semoga bisa mengisi kekosongan tersebut seiring dengan semakin gencarnya
upaya penterjemahan karya-karya ’Asymawi di beberapa penerbit di

- 1
Indonesia.'®

7 Muhammad Sa’id al-’Asymawi, Jihad Melawan Islam Ekstrem (Jakarta: Desantara
Pustaka Utama, 2002), him. 127-130.

'8 Karya ‘Asymawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain: Usii/
al-Syart’ah, Islam and Political Order, dan Against Islamic Extremism.
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E. Kerangka Teoritik

Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak
mempersoalkan kedudukan agama (syari’at) dan relasinya dengan
pemerintahan, apakah terintegrasi ataukah terpisah, karena dalam
kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dan pemerintahan.
Paling yang menjadi perdebatan adalah, apakah pembentukan sebuah
pemerintahan atau negara itu merupakan wajib syar’i atau wajib ‘aqliy, serta
syarat-syarat kepala pemerintahan. "

Namun tak begitu halnya dengan masa kontemporer. Pada masa
kontemporer terdapat perdebatan terkait persoalan ini. Perdebatan ini muncul
terutama sejak adanya interaksi dengan dunia barat yang membawa sistem
pemerintahan mereka dan segenap pranatanya ke negara-negara muslim lewat
kolonialisme.

Masykuri Abdillah dalam tulisannya: Gagasan dan Tradisi Bernegara
dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern membagi
karakteristik pemikiran politik Islam kontemporer kedalam tiga kelompok.
Pertama, adalah kelompok konservatif. Ciri yang menonjol dari kelompok ini
adalah adanya aksioma ideologis yang dibangun berdasarkan ajaran-ajaran
Islam bahwa Islam berisi syariat yang sempurna, lengkap, komprehensif dan
berlaku universal untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan waktu.
Asumsi ini membawa implikasi pada keharusan untuk menerima superioritas

Islam sebagai satu-satunya ideologi untuk mengkonstruk sistem politik,

' Sayuti Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), him. 212-259.
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pemerintahan atau negara. Caranya adalah dengan menghidupkan kembali
praktik dan pemikiran politik zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin dan
kekhalifahan Islam setelahnya. Nama-nama seperti Sayyid Qutb, Rasyid
Ridla, dan Abu al-A’la al-Maududi masuk dalam kelompok ini. Kedua, adalah
kelompok modernis. Kelompok ini berpendirian bahwa syariat mengatur
masalah keduniaan dan kemasyarakatan (termasuk juga pemerintahan dan
negara) hanya dalam tataran nilai dan prinsip-prinsip umumnya saja, adapun
secara teknis bisa mengadopsi sistem lain, yang dalam ini adalah sistem barat
yang telah terbukti manfaat dan keunggulannya. Dengan keyakinan bahwa
Islam merupakan agama yang selaras dengan modernitas, kelompok ini juga
menyerukan dua hal sekaligus, yakni pentingnya melakukan ijtihad terus-
menerus dan perlunya menguji kembali validitas teori dan praktik politik
zaman nabi dan kekhalifahan dengan tetap mengambil beberapa substansinya
yang dianggap relevan dengan tuntutan dan semangat dunia modern. Diantara
tokoh-tokoh kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Muhammad Husain
Haikal dan Muhammad As’ad. Ketiga adalah kelompok sekuler. Syariat Islam,
dalam pandangan kelompok ini dianggap hanya berurusan dengan persoalan
individual yang mencakup aturan-aturan soal hubungan manusia dengan tuhan
semata. Seluruh persoalan keduniaan (termasuk negara) adalah bersifat
temporal dan profan dimana manusia dengan segala kemampuan yang

dimilikinya memiliki hak penuh untuk menentukan dan mengaturnya tanpa
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harus ada justifikasi dan keterikatan dengan doktrin-doktrin keagamaan.
Tokoh utama dari kelompok ini tentu saja adalah ‘Ali ‘Abd ar-Raziq.”

Prinsip dasar Islam dalam pengaturan kehidupan publik bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (Siyasah ad-Dunya) adalah mewujudkan
kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat secara umum (al-Maslahah al-
Ammah). Tujuan substantif universal disyariatkannya hukum-hukum agama
(syari’at) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.”' Baik kemaslahatan di
dunia maupun untuk kemaslahatan di akhirat. Kemaslahatan itu utamanya
ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1). Hak
dan kebebasan beragama (hifz ad-din), 2). Keselamatan fisik dan jiwa (hifz an-
nafs), 3). Keselamatan keluarga atau keturunan (hifz an-nasl), 4). Keselamatan
harta benda atau hak milik pribadi ( 4ifz al-mal) dan 5). Keselamatan akal atau
kebebasan berpikir (hifz al-aql).

Menurut Fahmi Huwaydi dalam bukunya Demokrasi, Oposisi, dan
Masyarakat Madani, ada beberapa prinsip dasar pemerintahan dan negara
yang bisa digali dari sumber-sumber Islam: 1). Kekuasaan dipegang penuh
olah umat, 2). Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, 3).
Kebebasan adalah hak semua orang, 4). Persamaan diantara semua manusia,

5). Kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas, 6). Kezaliman mutlak

2 Masykuri Abdillah, “Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif
Sejarah dan Demokrasi Modern.” Tashwirul Afkar, No. 7, Th. 2000, him. 103.

21 < Abd al-Wahab Khallaf, /lm Usul al-Figh (Kairo: Dar al-Qalam, 1997), hlm. 197.
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tidak diperbolehkan dan usaha meluruskannya adalah wajib, 7). Undang-

undang di atas segalanya.?

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan
suatu metode yang jelas, begitu juga dengan penelitian ini, tentunya ada
metode tertentu yang penulis gunakan untuk memaparkan, mengkaji serta
menganalisis data-data yang ada untuk diteliti. Metode penelitian ini berfungsi
sebagai rumusan dan cara yang sistematis untuk menemukan,
mengembangkan bahkan menguji suatu obyek kajian, agar suatu karya
tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan
menggunakan metodologi ilmiah.*
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian pustaka
(Library Research), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku
dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Sumber data
terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. **

Sumber data primer adalah buku atau literatur yang menjadi rujukan
utama. Rujukan dalam penelitian ini adalah kitab al-Islam as-Syiyast dan Usil

as-syari’ah yang telah dterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan judul

> Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, terj. Muhammad
Abdul Ghaffar E.M (Bandung: Mizan, 1996), him. 160-177.

3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 3

* Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah
(Yogyakarta: IKFA, 1998), him. 26.
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Menentang Islam Politik dan Nalar Kritis Syari’ah. Sedangkan sumber data
sekunder adalah berupa buku-buku penunjang yang sesuai dengan objek
penelitian ini, baik karya-karya dalam studi Politik Islam dan Negara, maupun
tulisan-tulisan yang berkomentar tentang ’Asymawi dan pemikirannya, serta
karya-karya lain yang menunjang dalam penulisan ini.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis-filosofis. Penelitian ini tidak terbatas pada
pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan
interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian ini mencoba menggambarkan
hubungan Islam dan Negara menurut Muhammad Sa’id al-’ Asymawi .

Penelitian ini bersifat filosofis berarti mengikuti pola berfikir induktif atau
dengan memahami kerangka berfikir yang rasionable terhadap pemikiran
yang mendalam, mendasar, dan terarah. Penelitian filosofis berupaya
mencerminkan bangunan struktur paradigma fundamental dari pemikiran
tokoh di atas dengan mencermati kondisi sosio-kultural, seperti latar belakang
pendidikan dan juga latar belakang sosial yang melingkupinya.
3. Pendekatan

Dalam penelitian ini nantinya akan digunakan pendekatan historis
sosiologis. Pendekatan historis sosiologis bertujuan untuk menelusuri sisi-sisi
historis sebuah objek penelitian mengenai sejarah pertumbuhan dan

perkembangan sebuah pemikiran serta konteks sosial politik yang
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memunculkan karakteristik dominan dari sang tokoh.” Pendekatan ini
digunakan untuk mengkaji latar balakang sosio politik yang terjadi di masa
’Asymaw1 serta seberapa jauh kondisi ini berpengaruh terhadap pemikiran
> Asymawl.
4. Metode Analisis

Agar penelitian ini tidak bersifat subjektivistis, pragmatis dan abstrak,
maka dalam penyusunan skripsi ini akan memakai metode Induktif-filosofis,
yaitu metode penelitian yang mengatakan bahwa hakikat manusia yang
universal ditemukan di dalam yang singular dan individual. Yang nantinya
berguna untuk semua permasalahan kapan dan dimanapun. Penulisan skripsi
ini berangkat dari pemikiran politik Islam yang sifatnya umum, kemudian
digunakan untuk menilai secara sistematis partikulasi-partikulasi dari

pemikiran ’Asymawi tentang konsep pemerintahan dan negara.

G. Sistematika Pembahasan
Agar skripsi ini menjadi mudah dan gampang untuk dicermati, maka
diperlukan sistematika pembahasan yang jelas dan runtut. Karena itu skripsi
ini terdiri dari lima Bab dengan penjelasan sebagai berikut:
Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

* Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1998),
hlm. 59.

% Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat
(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), hlm. 43-44.
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Bab dua akan membahas tentang Islam dan negara secara umum. Bab ini
juga meliputi beberapa pembagian zamannya dan konsep-konsep negara
berikut pengelompokannya dalam Islam.

Bab tiga mengangkat latar belakang sosial dan kultural tokoh yang dikaji,
mengulas biografi dan tokoh-tokoh yang mempengaruhinya (intelektual-
karier), kemudian menjelaskan tentang dasar-dasar pemerintahan Islam, juga
memaparkan kritik-kritik *Asymawi terhadap konsep negara Islam.

Bab empat merupakan analisis. Disini penulis akan menjelaskan konsep
pemerintahan dan Negara menurut Muhammad Sa’id al-’Asymawi dan
menentukan karakteristik pemikiran Muhammad Sa’id al-’Asymaw1 tentang
pemerintahan Islam.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh
rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan
yang ada. Pada bab ini juga akan disertakan saran-saran yang dapat diajukan

sebagai rekomendasi lebih lanjut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan
dalam bab sebelumnya, yaitu tentang konsep Relasi Islam dan Negara menurut
Muhammad Sa’id al-‘Asymawi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

Pertama, untuk memahami pemikiran dan pendekatan ‘Asymawi terhadap
interpretasi Islam dapat dirangkum kedalam tiga bagian: (1) dia menawarkan
definisi yang jelas bagi istilah-istilah dasar, seperti syari’ah yang telah
disalahtafsirkan dan disalahterapkan sepanjang sejarah. (2) pemikiran
‘Asymawi menyediakan metodologi penafsiran untuk tujuan apapun dengan
berlandaskan pada dasar-dasar keimanan. Metode dasarnya adalah
memandang penafsiran al-Qur’an dalam konteks sejarah. (3) ‘Asymawi
memberikan metodologi sistematis yang memungkinkan proses rekonstruksi
pemikiran Islam yang baru dapat dikembangkan. Menurut ‘Asymawt baik al-
Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad SAW tidak memuat satu ayat pun
atau hukum tentang pendirian negara atau pemerintahan. Hal ini adalah hal
yang wajar, sebab pada dasarnya agama tertuju pada manusia dan
pengangkatan harkatnya. Agama pada kodratnya melampaui wilayah

geografis dan sistem pemerintahan.
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Sistem pemerintahan Islam yang benar, tegas ‘Asymawi adalah sistem
yang mementingkan manusia dan bukan sistem yang terpaku pada teks.
Sistem yang muncul dan bersumber dari realitas masyarakat dan kehendak
generasinya, dan berjalan di atas partisipasi setiap individu dalam tanggung
jawab pemerintahan. Sistem yang mengikuti perkembangan dunia,
mengadopsi prinsip agung kebebasan (hurriyah), keadilan (‘adalah),
persamaan (musawah), dan konsen kepada kemanusiaan (humanistik,
mengakomodir kaedah-kaedah pemerintahan dan administrasi paling bermutu,
mengadopsi sistem pendidikan dan pengajaran paling bagus, dan menerapkan
sistem pemerintahan dunia yang paling baik dan paling sesuai dengan kondisi
lingkungan, tabiat masyarakat, dan kebenaran nilai-nilainya.

‘Asymawi membagi bentuk pemerintahan dalam Islam menjadi dua yaitu:
Pemerintahan Allah (hukiimah Allah) dan Pemerintahan Manusia (hukiimah
an-Nas). Pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang otoritas dan
kekuasaannya hanya dimiliki oleh Allah SWT. Allah-lah penguasa tunggal
(al-Hakim al-Wahid) bagi masyarakat, baik secara langsung, yakni dengan
menetapkan hukum, maupun tidak langsung, yaitu melalui firman-Nya
“umirtum” (kalian diperintahkan), melalui wahyu al-Qur’an, maupun wahyu
dalam hadis Nabi. Ciri-cirinya adalah: (1) Allah yang memilih
penguasa/pemimpin untuk pemerintahan-Nya dan senantiasa membimbing
dan mengontrolnya dengan wahyu. (2) pemerintahan Allah adalah
pemerintahan arbitrasi (hukiimah tahkim), dan bukan pemerintahan hukum

(hukiimah hukm). (3) musyawarah (syurd) dalam pemerintahan Allah
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merupakan perbuatan yang disukai Nabi, namun bukan sebuah

kewajiban/keharusan bagi Nabi, sebab Nabi memerintah dengan petunjuk

Tuhan. (4) hak-hak penguasa dalam pemerintahan Allah tidak dapat diwarisi

oleh siapapun. Sedang pemerintahan manusia adalah seluruh bentuk

pemerintahan selain pemerintahan Allah. Pemerintahan manusia terbentuk
oleh keadaan sosial, faktor-faktor ekonomi, dan kontestasi kekuatan yang ada

di dunia. Pemerintahan manusia bisa berupa pemerintahan kaum bangsawan

atau elit terdidik (aristokrasi), pemerintahan beberapa orang dari

kelompok/golongan tertentu (oligarki), pemerintahan rakyat (demokrasi),
pemerintahan agama (teokrasi), ataupun pemerintahan seorang tiran

(dictatorship).

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang beberapa pemikiran ‘Asymawi,
maka ia dapat digolongkan kepada kubu Modernis, dengan beberapa indikasi
diantaranya:

1. Islam tidak pernah menentukan sistem pemerintahan yang definitif.

2. Islam hanya menyediakan metode (manhaj) atau jalan (at-tharig) bagi
bentuk pemerintahan, ia senantiasa berproses untuk mengarahkan manusia
pada kemajuan, spirit (7ith) yang selalu menghasilkan aturan-aturan baru
dan interpretasi-interpretasi modern yang progresif, serta gerakan
(harakah) yang terus membawa manusia pada orientasi yang benar dan

mulia.
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3. Sistem pemerintahan itu haruslah sistem yang bersumber dari kehendak
jaman, berjalan atas partisipasi setiap individu-individu, terus mengadopsi
sistem-sistem/tata aturan terbaik dan menghormati kemanusiaan.

4. Pembedaan yang tegas antara Pemerintahan Allah (hukiimah Allah) dan
Pemerintahan Manusia (hukiimah an-Nas).

Kedua, ‘Asymawl mengkritisi bahwa ketika Islam begitu dekat dengan
politik dan pemerintahan, maka arah Islam diganti secara radikal oleh
manipulasi politik. Pemerintahan ini tidak dapat dipercaya dan berpotensi
korup dengan klaim legitimasi agama. Jargon dan slogan-slogan agama
dijadikan kedok dan syari’ah sebagai topengnya. Disini pemisahan politik dari
agama merupakan hal yang sangat penting. Politik harus dipraktikkan tanpa
campur tangan agama. Karena, hubungan yang layak antara manusia dengan
negara adalah hubungan kewarganegaraan, bukan hubungan keagamaan.
‘Asymawi juga melakukan kritik terhadap kaum militan yang memandang
Islam sebagai keimanan tunggal, dan menjadikan wilayah politik menjadi

salah satu landasan keimanan.

B. Saran-saran
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menurut
hemat penulis, wilayah studi Islam dan Negara masih sangatlah luas karena
masih banyaknya problem yang terdapat di kedua ranah tersebut. Selain itu
karena umat Islam adalah umat pilihan (khalifah fil ard’) harus bisa

memposisikan sebagai pemersatu umat dalam kehidupan berbangsa dan
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bernegara untuk mencapai derajat yang mulia di sisi-Nya. Oleh karenanya
dalam studi terhadap relasi Islam dan Negara tidak boleh dilakukan dengan
asal dan tidak menyeluruh, tanpa melihat kepada sisi historisitas-nya. Terlebih
apabila kita dihadapkan kepada konteks kekinian (postmodernisme) yang
tanpa batas.

Pembahasan yang dilakukan oleh penulis hanyalah salah satu bahasan dari
pemikiran seorang tokoh yang berkaitan dengan relasi Islam dan Negara.
Masih banyak obyek penelitian lain terutama tentang Negara Islam yang selalu
di perjuangkan oleh kaum fundamentalis terutama di negara kita, Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)!.
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